BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Pola kemitraan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) adalah hubungan kerja sama antara Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis
harus sejalan dan kompak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa maupun dengan Lembaga desa lainnya, pola hubungan
harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas, dan
fungsi masing-masing.

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk
bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara
mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembianaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dengan perincian dilihat bahwa:

1. Perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang
berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dari hasil wawancara peneliti
dapat simpulkan bahwa Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) serta menggundang tokoh-tokoh masyarakat yang akan dilaksanakan di
Desa Umalor, untuk merencanakan program pembangunan Mandi Cuci Kakus
(MCK) kepada masyarakat dengan cara membuat Mandi Cuci Kakus (MCK)

dalam bentuk 1 air dan pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) pada tahun 2021



sebanyak 3 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) yang akan di berikan kepada
masyarakat setiap dusun 1 atau 2 unti Mandi Cuci Kakus (MCK).

2. Persetujuan adalah suatu kesepakatan antara dua belah pihak, untuk sesuatu
yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari hasil wawancara peneliti dapat
simpulkan bahwa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
tuangkan dalam rapat terbuka antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dibuktikan dengan berita acara
kesepakatan secara tertulis. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) mulai setuju untuk pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) disetiap dusun
untuk satu dusun 1 atau 2 Mandi Cuci Kakus (MCK).

3. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas
yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
Dari hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa Tim pelaksanaan kegiatan
(TPK) sebagai pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
saya sebagai pengawas kegiatan, jadi pengawasan terhadap pembuatan Mandi
Cuci Kakus (MCK). Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

membentuk tim khusus untuk bertugas mengawasi kegiatan yang di maksud.

5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian di Desa Umalor tentang Pola Kemitraan
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan
Mandi Cuci Kakus (MCK), maka peneliti hendak memberikan saran kepada:
1. Kepada pemerintah desa yang ada di Desa Umalor untuk tetap memperhatikan

masyarakat yang membutuhkan Mandi Cuci Kakus (MCK) dan diharapkan



dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui terciptanya kesehatan
masyarakat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksanaan Kegiatan
(TPK) untuk memperhatikan masyarakatnya supaya pembuatan Mandi Cuci
Kakus (MCK) tersebut digunakan sebaik mungkin dan bisa membantu
masyarakat serta melibatakan masyarakat dalam proses pembuatan Mandi Cuci
Kakus (MCK)

Kepada masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah desa, Badan
Permuswaratan Desa (BPD) dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang sudah
mengadakan pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) ini kepada masyarakat

semoga bantuan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat.
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